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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menggambarkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa di
Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun
2018. (2) Untuk menggambarkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallangga Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dan jenis
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data dan pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa
secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahapan penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Di dukung pula dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
anggaran alokasi dana desa, meskipun masih ada sedikit kekurangan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

Abstract

This study aims to (1) Describe the accountability for managing village fund allocations in
Pallangga Village, Pallangga District, Gowa Regency in accordance with Permendagri No 20 of 2018. (2)
To describe transparency in managing village fund allocations in Pallangga Village, Pallangga District,
Gowa Regency in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

This study used a qualitative research method with a descriptive approach and the types of data
used were primary data and secondary data as data sources data collection in this study used interviews
and documentation.

The results of the study show that the management of the implementation of the use of village fund
allocations in outline is in accordance with Permendagri No 20 of 2018 starting from the stages of
administration, reporting, and accountability. It is also supported by community participation in budget

planning for village fund allocations, although there are still some deficiencies.

Keywords: Accountability, Transparency, Allocation of Village Funds

PENDAHULUAN

Pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam
penyelenggaraannya, termasuk pembangunan, melalui keberadaan dana desa. Pemerintah
desa perlu lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakatnya, mengingat dana desa
yang masuk sangat tinggi dan sangat rawan terjadi penyelewengan dari pihak yang
terlibat. pengawasan pemerintah kabupaten yang bertugas mengawasi penggunaan dana
desa (Hidayah & Wijayanti, 2017).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan desa adalah
penyaluran dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ilham, 2021).
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Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi desa
khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk
meningkatkan pelayanan masyarakat. Sementara itu, sumber keuangan dari Alokasi Dana
Desa adalah perimbangan daerah yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu,
diperlukan perlakuan khusus baik dalam pengelolaan maupun pelaporan.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol
Kinerja aparat desa saat menjalankan anggaran yang diberikan. Sebagai pengelola dana
publik, pemerintah harus mampu menyediakan data keuangan yang akurat, relevan,
konsisten, dan dapat diandalkan. Pengetahuan perangkat desa tentang sistem pelaporan
yang tepat mempengaruhi akuntabilitas. Aparatur desa dapat mengawasi seberapa baik
mereka menjalankan anggaran berkat ini. Sebagai administrator keuangan, pemerintah
wajib menyampaikan informasi keuangan dan lainnya. Informasi ini digunakan untuk
membuat keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel.

Kondisi yang sering ditemui sebagai masalah tonggak di negara-negara disebut
nirlaba dan pemerintah daerah. Pejabat pemerintah daerah kota Makassar seringkali
mengkhianati kepercayaan publik dengan kinerjanya yang buruk atau tidak memuaskan.
Kepentingan ini berbeda seperti, kepentingan politik, kegiatan yang tidak sah, dan
pemborosan uang oleh individu tertentu. Pandangan masyarakat terhadap pemerintah saat
ini sangat menentukan stigma yang dibangun untuk mendukung Kinerja pemerintah
daerah. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah diyakini akan
mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam menjalankan
tugasnya. Untuk mewujudkan good governance, pemerintah harus mewujudkan apa yang
disebut dengan good governance (Rahman & Rachman, 2021).

Pada Desa Pallangga sendiri juga terdapat satu fenomena dimana belum
terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti jalanan yang juga belum
kunjung diperbaharui yang seharusnya ada dalam tahap perencanaan padahal setiap
tahunnya ada penerimaan Alokasi Dana Desa yang telah disesuaikan oleh Peraturan
Pemerintah. Namun, Aparatur Desa Pallangga juga belum bisa sepenuhnya melibatkan
masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan pengalokasian Dana Desa
sehingga untuk hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pallangga belum sepenuhnya bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Paat dkk, 2022) mengenai Analisis
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 20
Tahun 2018 di Desa Kali Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian ini, yaitu pada tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban telah
sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi, pada tahap
penatausahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
dikarenakan dalam pembukuannya tidak terdapat buku pembantu panjar hanya buku bank
dan buku pajak.

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh (Wahyu, 2018) mengenai Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan
Pattallassang Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini, Akuntabilitas untuk Desa Borong
Pa’la’la sudah bisa dikatakan akuntabel karena dari tahap Penatausahaan, tahap
pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan dengan Permendagri 113
tahun 2014 Dari segi Transparansi untuk Desa Borong Pa’la’la sudah sesuai dengan
Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk
mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah
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dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan infromasi mengenai
kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu, Desa Borong Pa’la’la
dikatakan Transparan. Sedangkan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah objek penelitian dan teknik analisis data.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian
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METODE PENELITIAN

Penerlitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan
menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Penelitian
ini juga menggunakan metode analisis data dengan model Miles dan Huberman yang
dilakukan secara ineraktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas dimana
ketuntasan ukuran data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.
Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis terdiri dari tugas alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik, dalam hal ini adalah desa
Pallangga dimana proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaa harus benar- benar bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan nantinya
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apabila terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
1) Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 63 menyatakan bahwa,
Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang wajib melakukan pencatatan setiap
pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib. Kaur keuangan juga wajib untuk membuat buku pembantu kas umum berupa buku
pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar, yang kemudian akan
dilaporkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi, evaluasi, dan dianalisis sebelum
diserahhkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Penatausahaan Desa Pallangga sendiri secara teknis telah berpedoman pada
Peremendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut terlihat karena Kaur Keuangan Desa
Pallangga telah melakukan serta membuat pencatatan setiap transaksi yang dilakukan
dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dari hasil penelitian berupa wawancara yang telah diperoleh maka dapat dijabarkan
komponen kesesuaian akuntabilitas tahap penatausahaan menurut Permendagri No 20
Tahun 2018 seagai berikut:

Tabel 1
Komponen Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

No. Komponen Hasil Wawancara Keterangan
1. Penatausahaan dilakukan Penatausahaan di desa Pallangga
oleh Bendahara Desa. dilakukan oleh Bendahara Desa Sesuai
menggunakan aplikasi Siskeudes.
2. Bendahara Desa wajib Segala penerimaan dan pengeluaran
melakukan pencatatan setiap kas akan dilakukan oleh Bendahara
penerimaan dan pengeluaran ~ Desa/Kaur Keuangan, serta
serta melakukan tutup buku melakukan tutup buku setiap akhir Sesuai
setiap akhir bulan secara bulan dilihat dari pengakuan
tertib. sekretaris desa yang telah mengikuti
peraturan yang berlaku.
3. Bendahara Desa wajib Laporan pertanggungjawaban yang
mempertanggungjawabkan dilakukan oleh bendahara akan
uang melalui laporan dipertanggungjawabkan kepada Sesuai
pertanggungjawaban. kepala desa.
4. Laporan Bendahara desa akan menyampaikan
Pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban setiap
disampaikan setiap bulan bulan kepala Kepala Desa. Sesuai

kepada Kepala Desa dan
paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tahap

penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa bagian kaur keuangan sudah sesuai
dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, dimana hal tersebut dapat dilihat dengan adanya
Peraturan Desa mengenai APBDes. Dan tahap penatausahaannya sudah sesuai pedoman
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dengan indikator Akuntabilitas, yaitu: setiap pencatatan transaksi oleh kaur keuangan
baik penerimaan dan pengeluaran kas, Kaur Keuangan membuat Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang selalu dicatat di dalam aplikasi Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) dan akan dilaporkan setiap akhir bula kepada Kepala Desa.

2) Pelaporan

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Permendagri No 20 Tahun
2018 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama realisasi APBDesa yang
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester
akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dari hasil penelitian berupa wawancara yang telah diperoleh maka dapat dijabarkan
komponen kesesuaian akuntabilitas tahap pelaporan menurut Permendagri No 20 Tahun
2018 seagai berikut:

Tabel 2
Komponen Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

No. Komponen Hasil Wawancara Keterangan
1. Kepala Desa Laporan akan diserahkan ke
menyampaiakan laporan kabupaten melalui camat.
realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/ Sesuai
Walikota berupa laporan
semester pertama dan
laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama Laporan semester pertama berupa
berupa |aporan realisasi Iaporan realisasi anggaran APBDesa ]
Sesuai
APBDesa
3. Laporan realisasi Laporan yang telah disusun akan
pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap persemester
semester pertama (semester 1) Sesuai
disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.
4. Laporan semester tahun Laporan yang telah disusun akan
disampaikan paling lambat disampaikan setiap persemester Sesuai
pada akhir bulan januari (semester 11)

tahun berikutnya.

Berdasarkan tabel di atas maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaporan
pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan komponen Akuntabilitas Pelaporan
menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 vyaitu, Kepala Desa Pallangga telah
menyampaikan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun realisasi
anggaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat.

3) Pertanggungjawaban
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Tahap Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 disebutkan
bahwa dalam tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap setiap akhir tahun
anggaran yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dari hasil penelitian yang telah diperolen maka dapat dijabarkan komponen
kesesuaian akuntabilitas tahap pelaporan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 seagai

berikut:
Tabel 3
Komponen Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018
No. Komponen Hasil Wawancara Keterangan
1. Kepala Desa menyampaikan Kepala Desa menyampaikan laporan
laporan pertanggungjawaban ~ pertanggungjawaban kepada bupati
realisasi pelaksanaan melalu camat terlebih dahulu.
APBDesa kepada Sesuai
Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran.
2. Laporan Laporan pertanggungjawaban
pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan,
pelaksanaan APBDesa terdiri  belanja, dan pembiayaan. Sesyai
dari pendapatan, belanja, dan esual
pembiayaan.
3. Laporan Laporan pertanggungjawaban
pertanggungjawaban realisasi  Pelaksanaan APBDesa ditetapkan
pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa. Sesuai

ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap pertanggungjawaban sudah
sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga

Tabel 4

Komponen Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

No. Komponen Hasil Wawancara Keterangan
1. Indikator pencatatan kas Pencatatan kas masuk dan kas keluar
masuk maupun kas keluar dapat diakses dan juga terdapat papan
dapat diakses dengan mudah ~ Pengumuman mengenai realisasai
oleh masyarakat, serta ada anggaran di depan Kantor Desa. Sesuai
papan pengumuman
mengenai kegiatan yang
sedang dijalankan.
2. - - - - .
Laporan realisasi dan Laporan realisasi dan laporan Sesuai

laporan pertanggungjawaban

pertanggungjawaban realisasi
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realisasi pelaksanaan pelaksanaan APBDesa diinformasikan
APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan
kepada masyarakat secara dengan media informasi yang mudah
tertulis dan dengan media diakses oleh masyarakat.

informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat.

3. Laporan realisasi dan Laporan realisasi dan laporan
laporan pertanggungjawaban  pertanggungjawaban realisasi
realisasi pelaksanaan dana pelaksanaan d_ana d_esa disampai_kan Sesuai
desa disampaikan kepada kepada Bupati/Walikota melalui
Bupati/Walikota melalui Camat.
Camat.
PEMBAHASAN

Tahap Penatausahaan dana Desa Pallangga merupakan kegiatan pengelolaan
keuangan yang diolah oleh kaur keuangan mulai dari transaksi penerimaan, pengeluaran
hingga pelaporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, penatausahaan yang dilakukan
oleh kaur keuangan desa Pallanga meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, dan
buku bank yang sekarang ini pemerintah desa sudah memanfaatkan aplikasi yang
disediakan untuk lebih memudahkan pencatatan anggaran alokasi dana desa seperti
Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Akan tetapi, kaur keuangan akan tetap membuat
arsipan (print out).

Tahap Pelaporan dana Desa Pallangga merupakan salah satu mekanisme untuk
melaksanakan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana
yang ditekankan dalam prinsip akuntabilitas. Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
di Desa Pallangga sendiri sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018,
dimana Kepala Desa telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan semester
akhir tahun realisasi anggaran kepada bupati melalui camat.

Tahap Pertanggungjawaban dana Desa Pallangga merupakan aspek penting dari
sebuah pelaporan keuangan karena disini kita melihat dimana seorang pemimpin bisa
transparan dalam pelaporan keuangan. Sehubungan dengan itu, kepala desa Pallangga
akan memberikan penjelasan kepada bupati atau walikota dalam laporan tahunan
anggaran tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas dan merupakan asas paling
mendasar dalam pengelolaan keuangan desa serta wajib diterapkan mulai dari proses
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Masyarakat juga
terlibat langsung dalam proses-proses pengelolaan yang diadakan oleh pemerintah desa
Bersama dengan BPD.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, hingga pengawasan program
pembangunan desa menjadi sebuah kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif.
Dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, program
pembangunan mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Transparansi memungkinkan pengawasan penuh atas penggunaan dana
untuk memastikan bahwa penggunaannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas.
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KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pallangga menerangkan bahwa,
akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pallangga telah sesuai
dengan komponen akuntabilitas yaitu, pertama Penatausahaan Keuangan Desa
Pallangga sendiri secara teknis telah berpedoman pada Peremendagri No 20 Tahun
2018. Hal tersebut terlihat karena Kaur Keuangan Desa Pallangga telah melakukan
serta membuat pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan
aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Kedua, Pelaporan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Pallangga sendiri sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang
telah ditetapkan, dimana Kepala Desa telah menyampaikan laporan semester pertama
dan laporan semester akhir tahun realisasi anggaran. Ketiga, Pertanggungjawaban
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pallangga juga sudah sesuai dengan pedoman yaitu
kepala desa Pallangga akan memberikan penjelasan kepada bupati atau walikota
dalam laporan tahunan anggaran tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pallangga sudah berjalan dengan sangat
baik bahkan menerapkan prinsip partisipatif dengan mengadakan Musrenbang yang
dilakukan di awal tahun dimana dalam setiap perencanaan hingga pelaporan akan
melibatkan peran masyarakat yang akan dituangkan melalui papan-papan informasi
yang ada di depan Kantor Desa Pallangga.

SARAN

Penelitian ini membahas pengelolaan teknis keuangan desa yang berdasarkan pada

Permendagri No 20 Tahun 2018 dan hanya mengandalkan pelaporan realisasi anggaran
yang terdapat pada papan transparansi di Kantor Desa Pallangga dan wawancara yang
sudah dilakukan dengan sangat maksimal, maka dari itu saran yang dapat diberikan oleh
penulis yaitu:

1.

Pemerintah Desa Pallangga untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan setiap
pelaporan anggaran realisasi agar tidak terdapat kesalahan antara rancangan anggaran
realisasi yang terdapat di papan transparansi dengan apa yang sebenarnya terjadi.
Pemerintah Desa membuat sebuah sistem informasi secara online misalnya website
resmi desa, sosial media desa juga yang digunakan dan aplikasi online lainnya yang
dapat mendukung dalam hal publikasi agar masyarakat bisa dengan mudah
mengakses atau mengetahu penggunaan anggaran alokasi dana desa.

Badan Pengawas Masyarakat untuk lebih meningkatkan pengoptimalan pengawasan
kepada Kepala Desa.

Peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan
memperoleh secara luas/detail data pengelolaan keuangan desa dan membandingkan
dengan APBDesa dengan bukti yang kuat dan nyata dalam perealisasian anggaran.
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